BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN
Dari analisa permasalahan tersebut di atas, dapat dibuat beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman generasi muda tentang kemampuan calon kepala desaadalah
kesadaran dari pemuda untuk mengetahui tentang kapasitas seorang bakal
calon kepala Desa, baik kemampuan profesional dan kemampuan
bermasyarakat dalam membangun desa oesoko.

2. Profesional para kaum muda dalam pencalon kepala Desa merupakan
sebuah prinsip politik yang elegan dan bermartabat dari pemuda kepada
bakal calon kepala desa, mulai dari proses penjaringan dan penyaringan
yang dilakukan oleh panitia di desa oesoko.

3. Kejujuran politik para pemuda merupakan sebuah niat baik dari generasi
muda yang memiliki nurani politik yang bermartabat dan bersaing secara
sehatkepadabakal calon kepala desa.

4. Obyektifitas pemuda dalam penjaringan dan penyaringan dalam bakal
calon kepala desa oesoko dilihat sebagai bentuk keterbukaan pemuda
untuk memberikan dukungan kepada bakal calon kepala desa yang mampu

dan bekerja untuk membangun desa oesoko.



5.2. SARAN
Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran
sebagai berikut untuk diperhatikan:

1. Sangat dibutuhkan adanya komitmen dari para pemuda untuk mendukung
bakal calon kepala  Desa  yang benar-benar  memiliki
kemampuanprofesional, maupun kemampuan lobby kepada bakal calon
kepala desa oesoko.

2. Sangat diperlukan adanya sikap profesional para kaum mudakepadabakal
calonkepala Desa mulai dari proses penjaringan sampai pada penyaringan
perlu disesuaikan dengan peraturan formal yang berlaku.

3. Perlu ditingkatkan nilai obyektifitas pemuda kepadabakal calon kepala

desa agar tetap memilihara kondisi politik yang harmonis di desa oesoko.
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